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Skripsi ini membahas mengenai kekuatan mengikat memorandum of understanding yang mana
memorandum of understanding banyak dilakukan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari di dalam
berbagai bidang, selain masyarakat, kementerian di Indonesia pun juga membuat memorandum of
understanding untuk bersepakat satu sama lain dalam berbagai bidang, namun di Indonesiatidak ada
pengaturan yang secara khusus membahas mengenai memorandum of understanding. Skripsi ini bertujuan
untuk mengetahui kekuatan mengikat Memorandum of Understanding yang dilakukan antar kementerian di
Kementerian Sosial Republik Indonesia dan untuk mengetahui penyel esaian masalah apabila salah satu
pihak kementerian tidak melakukan apa yang tertuang di dalam Memorandum of Understanding. Metode
penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Memorandum of understanding yang dibuat oleh
Kementerian Sosial Republik Indonesia dengan kementerian lain tidak memiliki kekuatan mengikat bagi
para pihak. Memorandum of understanding dapat ditindaklanjuti dengan suatu perjanjian kerja sama, pada
perjanjian kerja samaini yang kemudian di dalamnya berisikan hak dan kewajiban bagi para pihak.

...... Thisthesis discusses the binding force of aMemorandum of Understanding in which many people carry
out a Memorandum of Understanding in their daily lifein various fields. In addition to the community,
ministries in Indonesia also make Memorandums of Understanding to agree on various issues, even though
there is no specific arrangement in Indonesia that addresses the Memorandum of Understanding. Thisthesis
aimsto determine the binding strength of the Memorandum of Understanding carried out between ministries
in the Ministry of Social Affairs Republic of Indonesiaand to find out the resolution if one of the ministries
fails to follow the Memorandum of Understanding. The normative juridical method is used to conduct this
research. The memorandum of understanding made by the Ministry of Social Affairs Republic of Indonesia
with other ministries does not have binding force for the parties. The Memorandum of Understanding can be
followed by a collaboration agreement, which specifies the parties rights and obligations.
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